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WALIKOTA SURAKARTA

PERATURANWft.LIKOTASURAl(ARTA
NOMOR: ?-f 'TJ',l"\l1t'I '<:2011

TENTANG

TATACARAPEMBERIANDANPEMANFAATANINSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAKDAERAHDANRETRIBUSI DAERAH

WALIKOTASURAKARTA,

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 171
ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta
menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 69
Tahun 2010 ten tang Tata Cara Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, maka dalam rangka kejelasan
pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan
pajak daerah dan retribusi daerah, maka dipandang
perlu pengaturan tata cara pemberian dan
pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan
retribusi daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan
Peraturan Walikota ten tang Tata Cara Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam
Lingkungan 'Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat dan Oaerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara
Republik Inc(onesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ten tang
Pemerintahap Daerah (Lembaran Negara Republik
I.ndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran rtegara Republik Indonesia Nomor 4337)
sebagaiman~ telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan u~n' g-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan edua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 20 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Rep. blik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,

I

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);



3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ten tang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
PengeIoIaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan P~ak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

8. Peraturan ~merintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang
Jenis PajaK Daerah yang Dipungut Berdasarkan
Penetapan ~epala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh
Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara
Republik In40nesia Nomor 5179);

9. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008
tentang Orglmisasi dan Tata KeIja Perangkat Daerah
Kota Surakhrta (Lembaran Daerah Kota Surakarta
Tahun 2008'Nomor 6);

10. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2010
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor
10);

11. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun
2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun
2010 Nomor 13);

12. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2011
ten tang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota
Surakarta Tahun 2011 Nomor 3);



13. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011
tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota
Surakarta Tahun 2011 Nomor 7);

14. Peraturan Daerah Kota Surakart.a Nomor l:i Tahun
2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun
2011 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURANWALIKOTATENTANGTATACARAPEMBERIAN
DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK
DAERAHDANRETRIBUSIDAERAH

BABI
KETENTUANUMUM

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kola Surakarla.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surakarta.
3. Walikota adalah Walikota Surakarta.
4. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib

kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau bad an yang
bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan
Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

5. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan
Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepenlingan orang pribadi alau Badan.

6.Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut
Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai
penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan
Pajak dan Retribusi.

7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan
besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan
pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta
'"pengawasan penyetorannya.

8. Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya
disebut Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan
Pajak dan Retribusi.

9. Tenaga lainnya adalah tenaga yang mendapat penugasan dari Instansi
Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi untuk membantu pelaksanaan
pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.



BABII
ASAS

Pasa! 2

Pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan Pajak dan Retribusi
dilaksanakarl bcrdasarkan asas kcpatulaIl, kCVv'ajaran, da.l"1 rasionalit.a::;
disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta
karakteristik dan kondisi objek Pajak Daerah atau Retribusi Daerah.

BABIII
INSENTWPEMUNGUTANPAJAKDANRETRIBUSIDAERAH

Bagian Kesatu
Penerimaan Insentif

Pasa! :1

(1) lnsentif diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah pe!aksana
pcmungutan pajak dan rctribusi.

(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (I) secara proporsional
dibayarkan kepada:

a. Pejabat dan pe~awai Satuan Kerja Peran~kat Daerah pelaksana
pemungut pajak dan retribusi sesuai dengan tanggung jawab
masing-masing;

h. Walikota dan Waki! Wa!ikota sebagai penan&.,mJng jawah
pengelolaan keuangan daerah;

c:. Sekretaris Daerah selaku koordinator pcngclolaan k('uangan
daerah;

d. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat kelurahan,
keeamatan, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Satuan Kerja
Perangkat Daerah pelaksana pemungutan pajak; dan

e. Pihak lain yang mcmbantu Satuan Kcrja Perangkat Daerah
pelaksana pemungutan pajak dan retribusi.

(3j Pemberian Insentif Walikota, Wakil Walikota, dan Sekretaris Daerah
seba~aimana dimaksud pad a ayat (21 huruf b dan huruf e dapat
diberikan dalam hal beIum diberlakukan ketentuan mengenai
remunerasi,

Pasal 4

(1) Satuan Kerja Perangkat Daerah pemungut pajak dan retribusi dapat
dibcri inscntif apabila mcncapai kincrja tcrtcntu yang ditctapkan
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dijabarkan

. secara triwuIan berdasarkan target penerimaan per jenis pajak dan
retribusi dengan Keputusan Walikota.



BABII
ASAS

Pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan Pajak dan Retribusi
dilaksa.l"1akan bcrdasarkan as CiS kcpatuta..!, kCvvajaran, dan rasionalilas
disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta
karakteristik dan kondisi objek Pajak Daerah atau Retribusi Daerah.

BABIII
INSENTIFPEMUNGUTANPAJAKDANRETRIBUSIDAERAH

Bagian Kesatu
Penerimaan Insentif

(1) Insentif diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah pelaksana
pcmungutan pajak dan rctribusi.

(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seeara proporsional
dibayarkan kepada:

a. Pejabat dan pegawai Satuan Ker:ja Perangkat Daerah pelaksana
pemungut pajak dan retribusi sesuai dengan tanggung jawab
masing-masing;

h. Walikota dan Wakil Walikot.a sehagai penanggung jawah
pengelolaan keuangan daerah;

c. Sekret.aris Daerah selaku koordinat.or pengeJolaan keuangan
daerah;

d. Pemungut. Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat kelurahan,
kecamatan, dan tenaga Jainnya yang dit.ugaskan oleh Sat.uan Kerja
Perangkat Daerah pelaksana pemungutan pajak; dan

e. Pihak lain yang membantu Satuan Kcr:ia Pcrangkat Daerah
pelaksana pemungutan pajak dan retribusi.

(3) Pemberian lnsentif WaJikota, Wakil WaJikota, dan Sekretaris Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf e dapat
diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai
remuneraSl,

(1) Satuan Kerja Perangkat Daerah pemungut pajak dan retribusi dapat
dibcri inscntif apabila mcncapai kincrja tcrtcntu yarlg diLcLapkan
dalam Anggaran Pcndapatan dan Bclanja Daerah dan dijabarkan
seeara triwulan berdasarkan target penerimaan per jenis pajak dan
retribusi dengan Keputusan WaJikota.



(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dimaksudkan
untuk meningkatkan:
a. kineIja instansi;
b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai instansi;
c. pcndapatan daerah; dan
d. pelayanan kepada masyarakat.

(3) Pcmbcrian inscntif scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan
setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.

(4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk
triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang
telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.

(5) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak
tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk
triwulan sebelumnya.

Bagian Kedua
Sumber Insentif

Pasal 5

Insentif bersumber dari pendapatan Pajak dan Retribusi sesual dengan
ketentuan peratutan perundang-undangart.

Bagian Ketiga
Besaran Insentif

Pasal6

(I) Besarnya insentif ditetapkan paling tinggi 5% (lima persen) dari rencana
penerimaan pajak dan retribusi dalarn lahun anggaran berkenaan unluk
tiap jenis pajak dan retribusi.

(2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (I) ditetapkan
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran
berkenaan.

Pasal 7

(1) Besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c untuk setiap bulannya
ciikc!ompokkan berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan retribusi
tahun anggaran sebelumnya.

(2) I3esarnya pembayaran insentif untuk pemungutan Pajak I3umi dan
Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 3 ayat (2) huruf d
ditetapkan paling tinggi sebesar 5 % (lima persen) dari besarnya insentif
yang ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasa! 6.

(3) Besarnya pembayaran insentif untuk pihak lain sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e ditetapkan paling tinggi sebesar 10 %
(sepuluh persen) dari besarnya insentif yang ditetapkan berdasarkan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.



(4) Apabila dalam realisasi pemberian insentif berdasarkan ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus
disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.

Pasal8

Penerimaan pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(2) dan besamya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BABIV

PENGANGGARAN,PEUU{SANAAN
DANPERTANGGUNGJAWABAN

Pasal9

(1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah pelaksana pemungut pajak dan
retribusi menyusun penganggaran insentif pemungutan pajak dan retribusi
berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal6.

(2)Ptmganggamn insentif pemungutan pajak sehagaimani'l dimaksud paeia i'lyilt
(1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan
berdasarkan jenis belanja pegawai, obyek belanja insentif pemungutan pajak
serta rincian obyek belanja pajak.

(3) Penganggaran insentif pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan
berdasarkan jenis belanja pegawai, obyek be1anja insentif pemungutan
retribusi serta rincian obyek belanja retribusi.

Pasal 10

Dalam hal target penerimaan pajak dan retribusi pad a akhir tahun anggaran
Lelah Lercapai atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapaL dilakukan
pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif dibcrikan pada tahun
anggara,n berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Pertanggungjawaban pemberian insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.



BABY
KETENTUAN PERALIHAN

PasaJ 12

Pemberian insentif khusus Pajak Bumi dan Bangunan diberlakukan
berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur daJam pemberlakuan Peraturan
Daerah Kola Surakarta ten tang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkolaan.

BABVT
KETENTUAN PENUTUP

Pasa1 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ag~r sp.ti~p orang mp.ngp.t~hlliny~, mp.mp.rint.~hk~n pp.nglJnrl~ng~n
Peraturan WaJikota ini dengan penempatannya pada Berita Daerah.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggaJ 30 Mat't\ ClO\1
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